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ABSTRAK 

 

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis  

Akrual Pada Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau 

Oleh:  

Harisman 

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan 

tujuan untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

Berbasis Akrual pada laporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan  

kendala yang ditimbulkan pada penyajian laporan keuangan SKPD Dinas 

Pendidikan Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian 

kualitatif deskriptif  dan data yang diambil adalah data primer dan data 

sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP 

Berbasis Akrual pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah sesuai dengan 

Peraturan Mentri Dalam Negri No. 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintahan 

No.71 Tahun 2010,  Namun masih terjadi kesalahan pencatatan nomor rekening 

laporan keuangan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja,  

Akibatnya laporan keuangan dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau menjadi Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP)  pada saat audit BPK perwakilan Provinsi Riau. 

Kata kunci:  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Berbasis Akrual, 

Laporan Keuangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah berperan dalam meningkatkan informasi keuangan dalam 

pengelolaan keuangan, untuk itu perlu melakukan reformasi dalam hal 

penyajian laporan keuangan dalam dasar yang kuat sebagai acuan. Komite 

Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menyusun Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai panduan atas laporan keuangan 

berbasis akrual yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 

tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005. 

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 maka 

penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah 

mempunyai landasan hukum. Hal ini juga berarti bahwa pemerintah 

mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru 

yaitu SAP berbasis akrual. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 

tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam 

sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas 

menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi 

keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan 

oleh paket Undang-Undang Keuangan Negara, juga diharapkan mampu 

memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan 
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informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban dan bermanfaat 

dalam mengevaluasi kinerja. 

Pemerintah Provinsi Riau dalam membiayai kegiatan dan pelaksanaan 

tugasnya memperoleh alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). 

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Riau wajib menyusun laporan 

keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran 

daerah yang diperolehnya. Pemerintah Provinsi Riau wajib menyusun 

laporan keuangan yang berlandaskan pada SAP yang berlaku. Kesesuaian 

penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan 

menjadi dasar diberikannya opini atas laporan keuangan pemerintah 

Provinsi Riau. Pemerintah Riau sendiri, pada tahun 2015 telah menerapkan 

akuntansi berbasis akrual. (Sumber Dinas Pendidikan Provinsi Riau) 

Untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah 

melakukan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis 

akrual sesuai dengan standar yang ada maka penulis akan melakukan 

penelitian pada laporan keuangan dengan judul : “Analisis Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Pada 

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau“. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

berbasis akrual pada laporan keuangan di Dinas Pendidikan Provinsi 

Riau?” 

2.  Apa kendala dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP) 

berbasis akrual pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau?” 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan  

Berdasarkan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah  

a. Untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) berbasis akrual pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah 

sesuai berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negri No. 59 Tahun 

2007 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 

b. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan standar akuntansi 

pemeritntahan berbasis akrual pada Dinas Pendidikan Provinsi 

Riau. 

2. Manfaat 

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Penulis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan penerapannya 

pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau. 
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b. Dinas Pendidikan Provinsi Riau 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  informasi 

tambahan dan dijadikan bahan pertimbangan dalam hal 

penyusunan, pencatatan, dan penerapannya dalam mengelola 

laporan keuangan berbasis akrual untuk lebih baik lagi 

kedepannya. 

c. Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapar menambah pengetahuan dan 

wawasan bagi para pembaca terhadap penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang sesuai 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. 

 

D. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini di Dinas Pendidikan Provinsi Riau 

yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.3, Jadirejo, Kec. Sukajadi, 

Kota Pekanbaru, Riau 28156 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data yang langsung diperoleh penulis dari objek penelitian 

berupa wawancara langsung mengenai penelitian yang akan 

dibahas. 

b. Data Sekunder 
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Data yang sudah di olah dan di sajikan oleh Dinas Pendidikan 

Provinsi Riau, yang sudah jadi seperti struktur organisasi, deskripsi 

jabatan dan pembagian masing-masing tugas. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan 

narasumber. Seiring dengan perkembangan teknologi wawancara 

bisa dilakukan melalui email, whatsap, telepon. Wawancara 

dilakukan dengan cara tanya jawab. 

b. Dokumentasi yaitu dengan mengutip data secara langsung yang 

dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau 

c. Observasi, yaitu teknik atau pendekatan untuk mendapat data 

primer dengan mengamati langsung objek datanya, untuk menjaga 

objektivitas. 

4. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan 

membandingkan objek yang sudah diteliti dengan cara menganalisa 

dan mengevaluasi data tersebut berdasarkan teori-teori yang sudah 

diperoleh, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan disajikan 

dalam bentuk penelitian berdasarkan tata cara ilmiah. 
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E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun atas 4 (empat) bab dengan susunan yang 

sistematis agar memudahkan  dalam memahami hubungan antara bab yang 

satu dengan bab yang lain. Adapun sistematika penulisan nya adalah 

sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari beberapa sub-sub bab yang membahas tentang latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian, metode pengumpulan dan analisis data serta sistematika 

penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini mendeskripsikan atau mengenai gambaran umum perusahaan yang 

terdiri dari profil Dinas Pendidikan Provinsi Riau, langkah strategis, 

kemudian menjelaskan struktur organisasi serta visi dan misinya. 

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK 

Bab ini mengemukankan uraian yang sangat penting dalam penulisan ini, 

karena pada bab ini penulis akan menguraikan teori dan praktik, yang 

terkait dengan judul penelitian yang penulis bahas yaitu pembahasan yang 

mendukung landasan teori dan praktik yang mengatur tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan hal lain yang berkaitan 

dengan penelitian. 
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BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran atas hasil penelitian, yang 

membangun dan dapat memberi manfaat bagi, pengelola laporankeuangan, 

penulis, dan pihak lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

BAB II 

GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU 

A. Sejarah Berdirinya Dinas Pendidikan Provinsi Riau 

Terbentuknya Provinsi Riau berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 

Tahun 1957 yang kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 

1958. Untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang 

cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 November 1952 sampai dengan 5 Maret 

1958). 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu isu pemerintahan 

dan pembangunan yang didesentralisasikan agar mencapai tingkat keberhasilan 

yang dikehendaki baik oleh pemerintah pusat maupun daerah mengalami 

perubahan dalam pengelolaan urusan bidang pendidikan menengah yang 

mengamanatkan kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas yang 

sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota diserahkan ke pemerintah provinsi. 6 

Pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan tersebut merupakan bentuk 

desentralisasi pendidikan yang diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang 

lebih luas. Hal tersebut juga berlaku dalam pengelolaan pendidikan di Provinsi 

Riau. Sebelumnya pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan 

dari setiap Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Riau, 

namun setelah dikeluarkannya aturan mengenai pelimpahan kewenangan tersebut 

maka urusan pengelolaan pendidikan menengah menjadi kewenangan dari Dinas 

Pendidikan Provinsi Riau. 
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B. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Riau 

A. Visi Dinas Pendidikan Provinsi Riau: 

“Menjadikan Masyarakat Riau menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 

Mandiri, Kompetitif dan Berakhlak Mulia”. 

B. Misi Dinas Pendidikan Provinsi Riau: 

1. Memberikan pelayanan pendidikan yang prima kepada masyarakat. 

2. Meningkatkan mutu di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan berbasis IT. 

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan. 

4. Meningkatkan daya saing lulusan dan berjiwa wirausaha. 

C. Tujuan Dan Sasaran 

Tujuan strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2019-2024 adalah 

“Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar 12 tahun”. 

Sasaran strategis adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2019-2024  

adalah : 

1. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah 

dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK). Adapun Indikator 

Sasaran/kinerja adalah sebagai berikuit: 

a) APK SMA/MA/SMALB/Paket C (%) 

b) APM SMA/MA/SMALB/Paket C (%) 

c) Angka Putus Sekolah 

2. Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 

(PKLK), Adapun Indikator Sasaran/ kinerja adalah sebagai berikut : 
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a) Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 

3. Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu 

siswa/peserta didik. Adapun Indikator Sasaran/kinerja adalah sebagai 

berikut: 

a) Persentase sekolah SMA yang berakreditasi minimal B 

b) Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B. 

D. Struktur Organisasi Unit Kerja 

1. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan,terdiri atas: 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Perencanaan Program 

2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang milik 

Daerah; 

3. Subbagian Kepegawaian Umum 

c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas. 

d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 

e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan layanan Khusus. 

f. Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan. 

g. Cabang Dinas. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala 

 Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

3. Bidang dibantu oleh Pelaksana/Pejabat Fungsional. 
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4. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampira dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

5. Kepala Dinas Pendidikan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 

eselonII.a) 

6. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon  

III.a). 

7. Kepala Subbagian merupakan Penjabat Pengawas (eselon lV.a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
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E. Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja 

1. Kepala Dinas 

(1) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur 

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan 

Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang pendidikan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 

Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan 

kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan 

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan 

fungsi pada Dinas Pendidikan. 

2. Sekretaris 

(1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi 

pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan 

dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan 

Umum. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat; 

b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat; 
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c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas 

Pendidikan; dan 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

3.  Kepala Subbagian Perencanaan Program 

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas: 

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 

Perencanaan Program; 

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program; 

c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari 

masing-masing bidang; 

d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja; 

e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur; 

f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi 

musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi 

teknis; 
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g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

4. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik 

Daerah mempunyai tugas: 

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 

Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

c. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset; 

d. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai; 

e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan 

keuangan dan aset; 

f. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik 

daerah; 
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g. melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada 

penguasaan Dinas Pendidikan; 

h. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau 

pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan; 

i. melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan 

Ganti Rugi; 

j. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran; 

k.melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan 

keuangan dan pencatatan aset; 

l. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja. 

m.melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan 

Barang Milik Daerah; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 
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5.  Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum 

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas: 

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 

Kepegawaian dan Umum; 

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan 

tugas 

bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum; 

c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat; 

d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian; 

e. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban 

Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan 

evaluasi jabatan; 

f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai; 

g. membuat laporan perkembangan kepegawaian; 

h. menyelenggarakan urusan kehumasan; 

i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; 

j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta 

melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas; 
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k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah 

berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 

l. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk 

kepentingan masyarakat; 

m. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, 

keindahan, keamanan dan ketertiban kantor; 

n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada laporan keuangan sudah sesuai pada 

Peraturan Mentri Dalam Negri No. 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintahan 

No.71 Tahun 2010. Namun terjadi beberapa kesalahan pencatatan pada laporan 

keuangannya yaitu pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja 

yaitu kesalahan pencatatan kode rekening di tanggal 03 maret 2020 pada 

transaksi belanja dokumentasi yang seharusnya kode rekening 2.2.2.02.10 

namun tercatat 2.3.3.02.10 dan ditanggal 25 september 2020 pada transaksi 

belanja modal pengadaan kursi kerja yang seharusnya 2.2.3.13.04. namun 

tercatat 3.2.2.13.04.  Maka dari itu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) dari Dinas pendidikan Provinsi Riau menjadi Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP)  pada saat pemeriksaan audit oleh BPK perwakilan Riau, 

karna terdapat beberapa kesalahan pencatatan nomor rekening pada laporan 

keuangannya. 

2. Dalam penyajian laporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang 

mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual terdapat kendala-
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kendala. Salah satu kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya sumber daya 

manusia yang mengetahui atau menguasai secara penuh atau secara 

keseluruhan bagaimana teknik penyusunan laporan keuanga berbasis akrual 

karena penyusunan laporan keuangan berbasis akrual lebih sulit dibandingkan 

berbasis kas. Serta beberapa kali terjadinya human eror ini disebabkan 

banyaknya SDM yang belum memahami aplikasi yang dipakai dalam 

penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dikarenakan beberapa staff 

accounting dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau bukan berasal dari lulusan 

akuntansi sehingga masih dalam tahap penyesuaian. 

B. Saran 

  Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, berikut ini penulis 

menyarankan kepada pihak instansi kiranya dapat mempertimbangkan dan 

menjadi masukan bagi instansi terutama bagi staf accounting dalam 

menyajikan laporan keuangan: 

1.  Mengadakan pelatihan berkala terhadap staff accounting sehingga mampu 

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu 

mencatat laporan keuangan secara baik dan benar sesuai dengan Peraturan 

mentri dalam negri No 59 Tahun 2007 Tentang pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan , sehingga dapat menurunkan resiko 

terjadi kesalahan pencatatan pada laporan keuangan. 
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2.  Menambah staaf accounting pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang 

berasal dari jurusan akuntansi dan paham dasar dalam menyajikan laporan 

keuangan berbasis akrual sehingga dapat saling membantu serta membagi 

tugas dan dapat mempermudah dalam melakukan pencatatan laporan 

keuangan. 

3.  Melakukan sleksi ketat bila akan melakukan penambahan staff accounting 

dan paham serta tau dasar-dasar dalam melakukan pencatatan laporan 

keuangan berbasis akrual sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Riau 

mendapat SDM yang berkualitas 
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